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This study aims to analyze education assistance programs and their contribution to 
improving access to education in Indonesia from the perspective of Islamic social justice. 
Using a qualitative approach with a descriptive literature review, this study examines 
various government education assistance programs, including the School Operational 
Assistance (Bantuan Operasional Sekolah), the Smart Indonesia Card (Kartu Indonesia 
Pintar), and the Smart Indonesia Program (Program Indonesia Pintar), as policy 
instruments to expand educational opportunities, particularly for students from 
economically disadvantaged families. Data were collected from scholarly articles, 
government reports, books, and other relevant publications and analyzed through thematic 
content analysis. The findings indicate that education assistance programs have 
contributed significantly to increasing school participation and reducing financial barriers 

to education. However, challenges remain regarding equitable distribution, transparency, implementation, and the 
quality of educational outcomes. From the perspective of Islamic social justice, these programs reflect the principles of 
equity, public welfare (maṣlaḥah), and the state's responsibility to ensure equal educational opportunities for all 
citizens. The study concludes that education assistance should not only be evaluated based on administrative 
effectiveness but also on its ability to promote distributive justice and social welfare in accordance with Islamic values. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program bantuan pendidikan serta 
kontribusinya terhadap peningkatan akses pendidikan di Indonesia dalam 
perspektif keadilan sosial Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan metode kajian pustaka yang bersifat deskriptif. Data diperoleh dari berbagai 
literatur, meliputi artikel ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan 
yang membahas program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia 
Pintar (KIP), dan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai instrumen perluasan akses 
pendidikan, khususnya bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Analisis 
dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi efektivitas program, tantangan 
implementasi, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip keadilan sosial Islam. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa program bantuan pendidikan berkontribusi dalam 
meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi hambatan ekonomi 

terhadap akses pendidikan. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan, antara lain ketepatan 
sasaran penerima, transparansi distribusi bantuan, efektivitas pelaksanaan program, serta peningkatan 
kualitas pendidikan. Dalam perspektif keadilan sosial Islam, program bantuan pendidikan mencerminkan 
nilai keadilan, kemaslahatan (maṣlaḥah), dan tanggung jawab negara dalam menjamin hak setiap warga 
negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu, evaluasi program perlu 
mempertimbangkan tidak hanya aspek administratif, tetapi juga pencapaian keadilan sosial sesuai dengan 
nilai-nilai Islam. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu hak fundamental setiap warga negara sekaligus 

investasi strategis dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan (Khoiruddin et al., 2024; 

Barnett-Itzhaki et al., 2025; Wibowo, 2025). Ketersediaan akses pendidikan yang merata tidak 

hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi 

instrumen penting dalam mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan sosial, dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, pendidikan menempati posisi 

sentral dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 4 yang 

menekankan pentingnya penyediaan pendidikan yang inklusif, setara, dan berkualitas bagi 

seluruh masyarakat (Muslim et al., 2021; Widiyantti et al., 2024). Dalam konteks Indonesia, 

komitmen tersebut sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Amanat konstitusional tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan 

pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, melainkan juga kewajiban negara 

dalam menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi seluruh warga negara. 

Dalam perspektif Islam, pendidikan memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena 

menjadi sarana membangun manusia yang berilmu, berakhlak, dan mampu menjalankan fungsi 

sebagai khalīfah di muka bumi (Nurrahma et al., 2024). Al-Qur'an memberikan perhatian besar 

terhadap pentingnya ilmu pengetahuan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Muja dilah ayat 11 

mengenai kemuliaan orang-orang yang berilmu serta QS. Az-Zumar ayat 9 yang menegaskan 

perbedaan kedudukan antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Prinsip tersebut 

menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan merupakan bagian dari upaya mewujudkan 

keadilan sosial (al-'adālah) dan kemaslahatan (maṣlaḥah) dalam kehidupan masyarakat. Oleh 

sebab itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan pendidikan yang 

mampu menjamin kesempatan belajar secara adil tanpa dipengaruhi oleh kondisi ekonomi 

maupun latar belakang sosial masyarakat. 

Meskipun berbagai kebijakan pendidikan telah dikembangkan, pemerataan akses 

pendidikan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan (Mahmud, 2022; Aminuddin et 

al., 2025; Rahmawati et al., 2025). Ketimpangan sosial ekonomi, disparitas pembangunan 

antarwilayah, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, serta rendahnya kemampuan 

ekonomi sebagian masyarakat masih menjadi faktor yang memengaruhi keberlanjutan 

pendidikan peserta didik. Kondisi tersebut tercermin pada berbagai indikator pendidikan 

nasional, seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), rata-rata lama 

sekolah, dan angka putus sekolah yang menunjukkan adanya kesenjangan akses pendidikan di 

beberapa kelompok masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan 

tidak hanya memerlukan pembangunan infrastruktur pendidikan, tetapi juga kebijakan afirmatif 

yang mampu mengurangi hambatan ekonomi bagi kelompok masyarakat rentan. 

Sebagai bentuk komitmen dalam memperluas akses pendidikan, Pemerintah Indonesia 

telah mengembangkan berbagai program bantuan pendidikan, di antaranya Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Program-

program tersebut dirancang untuk mengurangi beban biaya pendidikan, meningkatkan angka 

partisipasi sekolah, serta mencegah peserta didik dari keluarga kurang mampu mengalami putus 

sekolah. BOS berperan dalam mendukung pembiayaan operasional satuan pendidikan, 

sedangkan KIP dan PIP memberikan bantuan langsung kepada peserta didik agar tetap dapat 

melanjutkan pendidikan. Kehadiran berbagai program tersebut menunjukkan bahwa kebijakan 
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KEBIJAKAN PENDIDIKANbantuan pendidikan telah menjadi salah satu instrumen penting 

pemerintah dalam memperkuat pemerataan akses pendidikan di Indonesia. 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program bantuan pendidikan memberikan 

kontribusi positif terhadap peningkatan akses pendidikan (Lestari, 2020). Program Indonesia 

Pintar terbukti meningkatkan peluang peserta didik dari keluarga kurang mampu untuk tetap 

bersekolah serta menekan angka putus sekolah pada berbagai jenjang pendidikan. Penelitian lain 

juga menunjukkan bahwa implementasi Kartu Indonesia Pintar berpengaruh terhadap 

meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia sekolah dari keluarga berpendapatan rendah. Di 

sisi lain, Bantuan Operasional Sekolah berkontribusi dalam mengurangi beban pembiayaan 

pendidikan yang ditanggung masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan 

pendidikan melalui penyediaan kebutuhan operasional sekolah (Kemendikbudristek, 2022). 

Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa program bantuan pendidikan memiliki peran 

strategis dalam memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat. 

Meskipun demikian, efektivitas program bantuan pendidikan belum sepenuhnya terlepas 

dari berbagai permasalahan implementasi. Ketepatan sasaran penerima manfaat, transparansi 

distribusi bantuan, efektivitas pemanfaatan dana, serta kesenjangan kualitas pendidikan 

antardaerah masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian berkelanjutan. Selain itu, 

sebagian besar evaluasi terhadap program bantuan pendidikan masih berorientasi pada aspek 

administratif dan capaian kuantitatif, seperti peningkatan angka partisipasi sekolah atau jumlah 

penerima bantuan. Padahal, keberhasilan suatu kebijakan publik juga perlu dinilai berdasarkan 

kemampuannya mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesempatan, dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 

Dalam perspektif keadilan sosial Islam, kebijakan bantuan pendidikan tidak hanya 

dipahami sebagai instrumen fiskal untuk mengurangi biaya pendidikan, tetapi juga sebagai 

bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat terhadap pendidikan 

yang layak. Prinsip al-'adālah, maṣlaḥah, takāful ijtimā‘ī (solidaritas sosial), dan amanah menjadi 

landasan etik yang menegaskan bahwa distribusi sumber daya publik harus dilakukan secara adil, 

transparan, dan berpihak kepada kelompok yang membutuhkan (Kamilah et al., 2025). Dengan 

demikian, keberhasilan program bantuan pendidikan tidak hanya diukur dari peningkatan akses 

pendidikan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menghadirkan keadilan 

distributif dan memperkecil kesenjangan sosial dalam bidang pendidikan. 

Berbagai penelitian terdahulu umumnya membahas efektivitas Program Indonesia Pintar, 

Kartu Indonesia Pintar, maupun Bantuan Operasional Sekolah dari perspektif kebijakan publik, 

ekonomi pendidikan, atau evaluasi program. Kajian yang mengintegrasikan evaluasi program 

bantuan pendidikan dengan perspektif keadilan sosial Islam masih relatif terbatas. Padahal, 

pendekatan tersebut penting untuk menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya 

berorientasi pada efisiensi administratif, tetapi juga pada pencapaian nilai-nilai keadilan, 

kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial sebagaimana diajarkan dalam Islam. Berdasarkan 

kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program bantuan pendidikan dalam 

meningkatkan akses pendidikan di Indonesia melalui perspektif keadilan sosial Islam. Kebaruan 

penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif keadilan sosial Islam sebagai kerangka 

analisis dalam mengevaluasi kebijakan bantuan pendidikan sehingga diharapkan dapat 

memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian pendidikan Islam sekaligus 

memperkaya diskursus mengenai kebijakan pendidikan yang berkeadilan. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research atau 

kajian pustaka. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang 

komprehensif mengenai implementasi program bantuan pendidikan di Indonesia serta 

menganalisisnya dalam perspektif keadilan sosial Islam (Baxter & Jack, 2008; Creswell & Poth, 

2023). Data penelitian diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber yang relevan, meliputi 

artikel jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dokumen kebijakan, serta publikasi lembaga 

nasional dan internasional yang membahas Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia 

Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), pemerataan akses pendidikan, dan konsep keadilan 

sosial dalam Islam. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi ilmiah yang 

kredibel dan mutakhir agar mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai 

perkembangan kebijakan bantuan pendidikan di Indonesia. 

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik dokumentasi dengan 

mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengkaji berbagai literatur sesuai fokus penelitian (Ahmed, 

2024; Almusaed et al., 2025). Seluruh sumber kemudian dipilih berdasarkan relevansi tema, 

kredibilitas penerbit, serta kontribusinya terhadap pembahasan mengenai efektivitas program 

bantuan pendidikan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis melalui proses 

reduksi data, pengelompokan informasi berdasarkan tema-tema utama, interpretasi hasil, dan 

penarikan kesimpulan (Miles et al., 2018; Ahmed et al., 2025). Tema-tema yang dianalisis meliputi 

implementasi program bantuan pendidikan, peningkatan akses pendidikan, distribusi bantuan, 

tantangan pelaksanaan program, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip keadilan sosial Islam. 

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi 

yang diperoleh dari berbagai jenis literatur, seperti artikel ilmiah, buku akademik, dokumen 

kebijakan pemerintah, dan laporan lembaga internasional. Pendekatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan validitas dan objektivitas hasil penelitian sekaligus meminimalkan bias 

interpretasi. Melalui tahapan tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang 

komprehensif mengenai kontribusi program bantuan pendidikan terhadap peningkatan akses 

pendidikan di Indonesia serta menjelaskan relevansinya dalam mewujudkan keadilan sosial 

berdasarkan perspektif Islam. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kontribusi Program Bantuan Pendidikan terhadap Peningkatan Akses Pendidikan 

Program bantuan pendidikan merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah 

yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan, khususnya bagi peserta didik yang berasal 

dari keluarga kurang mampu. Melalui berbagai skema bantuan, seperti Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Indonesia Pintar (PIP), pemerintah 

berupaya mengurangi hambatan ekonomi yang selama ini menjadi salah satu penyebab 

rendahnya partisipasi pendidikan. Kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan 

angka partisipasi sekolah, tetapi juga diarahkan untuk menjamin kesempatan belajar yang lebih 

merata bagi seluruh masyarakat tanpa memandang kondisi sosial ekonomi. 

Peningkatan akses pendidikan merupakan salah satu indikator keberhasilan program 

bantuan pendidikan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa implementasi berbagai 

program bantuan pendidikan berkontribusi terhadap penurunan angka putus sekolah dan 

meningkatnya partisipasi pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan (Triono & Sangaji, 2023; 

BPS, 2023). Sejalan dengan itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
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melaporkan bahwa implementasi BOS dan KIP mendorong peningkatan angka partisipasi 

pendidikan dasar dan menengah, dengan peningkatan partisipasi pendidikan dasar mencapai 

sekitar 15% sejak program tersebut dilaksanakan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa 

kebijakan bantuan pendidikan mampu mengurangi hambatan finansial yang selama ini menjadi 

faktor utama rendahnya akses pendidikan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. 

Program Bantuan Operasional Sekolah memiliki kontribusi yang signifikan dalam 

mendukung operasional satuan pendidikan. Dana BOS memungkinkan sekolah memenuhi 

berbagai kebutuhan dasar penyelenggaraan pendidikan, seperti penyediaan sarana 

pembelajaran, pengadaan buku, pemeliharaan fasilitas, hingga peningkatan kualitas layanan 

pendidikan. Ketersediaan dukungan pembiayaan tersebut secara tidak langsung memperluas 

kapasitas sekolah dalam menerima peserta didik sekaligus mengurangi beban biaya pendidikan 

yang harus ditanggung orang tua. Program BOS memberikan dampak positif terhadap 

penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih memadai sehingga mendukung peningkatan akses 

pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

Selain BOS, Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar berperan penting dalam 

menjaga keberlanjutan pendidikan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Bantuan yang 

diberikan mampu mengurangi risiko putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi sekaligus 

meningkatkan peluang peserta didik untuk menyelesaikan pendidikan pada jenjang yang lebih 

tinggi. Dengan demikian, program bantuan pendidikan tidak hanya meningkatkan akses masuk 

ke lembaga pendidikan, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlangsungan proses pendidikan 

hingga peserta didik menyelesaikan masa belajarnya. 

Meskipun demikian, peningkatan akses pendidikan belum sepenuhnya diikuti oleh 

pemerataan manfaat program di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa masyarakat di daerah terpencil masih menghadapi berbagai kendala, seperti 

keterlambatan penyaluran bantuan, keterbatasan informasi mengenai mekanisme program, 

serta perbedaan kapasitas pengelolaan pada tingkat satuan pendidikan. Kondisi tersebut 

menyebabkan efektivitas program bantuan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara 

merata oleh seluruh kelompok masyarakat (Maryam et al., 2025). Oleh karena itu, peningkatan 

akses pendidikan tidak hanya memerlukan keberlanjutan program bantuan, tetapi juga 

perbaikan tata kelola agar distribusi manfaat dapat menjangkau seluruh peserta didik yang 

berhak menerimanya. 

Dari perspektif keadilan sosial Islam, peningkatan akses pendidikan merupakan wujud 

pemenuhan hak dasar masyarakat dalam memperoleh ilmu pengetahuan (Saputra, 2021). Islam 

memandang pendidikan sebagai instrumen penting dalam membangun kualitas manusia 

sekaligus mewujudkan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, kebijakan bantuan pendidikan 

tidak hanya memiliki dimensi administratif, tetapi juga dimensi moral yang menempatkan negara 

sebagai pihak yang bertanggung jawab menghadirkan kesempatan belajar secara adil bagi 

seluruh warga negara. Dalam konteks ini, keberhasilan program bantuan pendidikan tidak hanya 

diukur melalui peningkatan angka partisipasi sekolah, tetapi juga melalui kemampuannya 

mengurangi kesenjangan akses pendidikan antarkelompok masyarakat sehingga nilai keadilan 

sosial dapat diwujudkan secara lebih nyata. 

 

Tantangan Implementasi Program Bantuan Pendidikan 

Meskipun berbagai program bantuan pendidikan telah memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan akses pendidikan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang 

memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan program. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan 
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dengan aspek administratif, tetapi juga mencakup tata kelola, akuntabilitas, pemerataan 

distribusi bantuan, serta kualitas pengelolaan program pada tingkat satuan pendidikan. Berbagai 

permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan pendidikan tidak 

hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh efektivitas 

implementasi, koordinasi antarlembaga, dan sistem pengawasan yang mampu menjamin 

penyaluran bantuan secara tepat sasaran. 

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan adalah proses 

birokrasi yang relatif kompleks. Mekanisme administrasi yang panjang sering kali menyebabkan 

keterlambatan penyaluran dana kepada sekolah maupun peserta didik. Kondisi tersebut 

berdampak pada terganggunya operasional sekolah, terutama dalam pemenuhan kebutuhan 

pembelajaran yang bergantung pada dana bantuan pemerintah. Keterlambatan penyaluran juga 

berpotensi mengurangi efektivitas program dalam mendukung keberlangsungan pendidikan 

peserta didik dari keluarga kurang mampu karena bantuan tidak diterima pada waktu yang 

dibutuhkan. 

Selain permasalahan birokrasi, keterbatasan informasi mengenai mekanisme program 

masih menjadi kendala yang dihadapi sebagian masyarakat. Kurangnya sosialisasi mengenai 

Kartu Indonesia Pintar menyebabkan masih banyak orang tua yang belum memahami prosedur 

pendaftaran, persyaratan penerima manfaat, maupun mekanisme pemanfaatan bantuan. Kondisi 

tersebut mengakibatkan sebagian masyarakat yang sebenarnya memenuhi kriteria penerima 

bantuan belum dapat mengakses program secara optimal. Sebagai respons terhadap kondisi 

tersebut, pemerintah mulai memperluas strategi sosialisasi melalui media digital, kerja sama 

dengan pemerintah daerah, serta pelibatan tokoh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat mengenai program bantuan pendidikan. Upaya tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperluas jangkauan program kepada 

kelompok sasaran yang membutuhkan. Implementasi Kartu Indonesia Pintar telah membantu 

banyak peserta didik dari keluarga kurang mampu untuk tetap melanjutkan pendidikan 

meskipun masih memerlukan penyempurnaan dalam aspek pelaksanaannya. 

Permasalahan lain yang masih sering ditemukan adalah kurangnya transparansi dalam 

proses distribusi dan pemanfaatan dana bantuan pendidikan. Pada beberapa kasus, sekolah 

maupun orang tua peserta didik belum memperoleh informasi yang memadai mengenai besaran 

bantuan yang diterima, mekanisme penyaluran, maupun penggunaan dana sesuai ketentuan yang 

berlaku. Keterbatasan informasi tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dana, 

mengurangi akuntabilitas pengelolaan program, serta menurunkan kepercayaan masyarakat 

terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, transparansi menjadi salah satu aspek penting 

dalam memastikan bahwa program bantuan pendidikan mampu mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Efektivitas program bantuan pendidikan juga dipengaruhi oleh sistem pengawasan yang 

belum berjalan secara optimal. Berbagai laporan menunjukkan masih ditemukannya penggunaan 

dana yang belum sepenuhnya sesuai dengan peruntukannya sehingga manfaat program belum 

dapat dirasakan secara maksimal oleh peserta didik. Pengawasan yang lemah tidak hanya 

mengurangi efektivitas program, tetapi juga berpotensi memperbesar kesenjangan kualitas 

pendidikan antardaerah. Penguatan mekanisme pengawasan dan peningkatan transparansi 

merupakan prasyarat penting untuk memastikan bahwa dana bantuan benar-benar 

dimanfaatkan bagi peningkatan mutu layanan pendidikan. Sejalan dengan itu, Choiri et al. (2025) 

menyatakan bahwa ketimpangan akses pendidikan di Indonesia dapat diminimalkan apabila 



Fitri Habiba, Irhamna Irhamna, Ismi Azizatul Khikmah 

 
TADABBUR: Jurnal Integrasi Keilmuan   
 

implementasi program bantuan dilakukan secara lebih merata, transparan, dan berorientasi pada 

kebutuhan masyarakat. 

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi program bantuan pendidikan 

tidak dapat hanya berfokus pada peningkatan jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran 

yang disalurkan. Evaluasi juga harus mempertimbangkan kualitas tata kelola program, efektivitas 

distribusi bantuan, serta dampaknya terhadap pemerataan akses pendidikan. Dengan demikian, 

penguatan koordinasi antarlembaga, digitalisasi sistem penyaluran bantuan, peningkatan 

kapasitas pengelola program, serta pengawasan yang lebih akuntabel menjadi langkah strategis 

untuk meningkatkan efektivitas kebijakan bantuan pendidikan di Indonesia. Pendekatan tersebut 

diharapkan mampu menjadikan program bantuan pendidikan tidak hanya sebagai instrumen 

pembiayaan, tetapi juga sebagai kebijakan yang berkontribusi terhadap terciptanya sistem 

pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan berkeadilan. 

 

Program Bantuan Pendidikan dalam Perspektif Keadilan Sosial Islam 

Program bantuan pendidikan merupakan salah satu bentuk intervensi negara dalam 

menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dalam 

perspektif keadilan sosial Islam, kebijakan publik tidak hanya dinilai berdasarkan efektivitas 

administratif atau capaian kuantitatif, tetapi juga berdasarkan kemampuannya mewujudkan 

pemerataan, mengurangi kesenjangan sosial, serta menghadirkan kemaslahatan bagi 

masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu 

Indonesia Pintar (KIP), dan Program Indonesia Pintar (PIP) dapat dipahami sebagai 

implementasi tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat terhadap 

pendidikan yang berkualitas. 

Prinsip keadilan (al-'adālah) merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam 

yang menuntut adanya perlakuan yang proporsional terhadap seluruh anggota masyarakat. 

Keadilan tidak selalu dimaknai sebagai pemberian yang sama kepada setiap individu, tetapi 

sebagai upaya memberikan hak sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing. Dalam konteks 

pendidikan, prinsip tersebut diwujudkan melalui kebijakan afirmatif yang memberikan perhatian 

lebih besar kepada kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi agar 

memperoleh kesempatan belajar yang setara. Dengan demikian, program bantuan pendidikan 

merupakan bentuk distribusi sumber daya publik yang bertujuan memperkecil kesenjangan 

akses pendidikan sekaligus menciptakan pemerataan kesempatan belajar. 

Selain keadilan, Islam juga menempatkan konsep maṣlaḥah sebagai orientasi utama 

dalam penyelenggaraan kebijakan publik (Munawaroh, 2023; Zamroni et al., 2023; Rafiuddin et 

al., 2024). Suatu kebijakan dikatakan berhasil apabila mampu memberikan manfaat yang luas 

bagi masyarakat dan mengurangi berbagai bentuk kemudaratan. Program bantuan pendidikan 

memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip tersebut karena berupaya mengurangi hambatan 

ekonomi yang menyebabkan anak-anak tidak dapat mengakses pendidikan. Melalui bantuan 

pembiayaan pendidikan, pemerintah berusaha menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap 

peserta didik memperoleh kesempatan mengembangkan potensi intelektual dan sosialnya secara 

optimal. Oleh karena itu, efektivitas program bantuan pendidikan tidak hanya diukur melalui 

peningkatan angka partisipasi sekolah, tetapi juga melalui kemampuannya menghasilkan 

manfaat yang berkelanjutan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Perspektif keadilan sosial Islam juga menempatkan negara sebagai pemegang amanah 

(amanah) dalam mengelola sumber daya publik (Anggreini & Waspada, 2020; Siregar et al., 2024; 

Sarmigi & Wahyuni, 2025). Dana pendidikan yang dialokasikan melalui berbagai program 
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bantuan merupakan amanah yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung 

jawab. Prinsip amanah menghendaki agar seluruh proses perencanaan, distribusi, pelaksanaan, 

hingga evaluasi program dilakukan secara profesional serta bebas dari penyalahgunaan 

kewenangan. Oleh sebab itu, berbagai permasalahan yang masih ditemukan dalam implementasi 

program bantuan pendidikan, seperti ketidaktepatan sasaran, keterlambatan distribusi, maupun 

lemahnya pengawasan, perlu dipandang sebagai tantangan yang harus segera diperbaiki agar 

tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. 

Di samping itu, konsep takāful ijtimā‘ī atau solidaritas sosial memberikan landasan bahwa 

kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh 

elemen masyarakat. Pendidikan tidak hanya menghasilkan manfaat bagi individu, tetapi juga 

memberikan dampak yang lebih luas terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan peradaban 

bangsa. Oleh karena itu, program bantuan pendidikan harus dipahami sebagai investasi sosial 

jangka panjang yang bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih berpengetahuan, produktif, 

dan berdaya saing. Semakin luas akses masyarakat terhadap pendidikan, semakin besar pula 

peluang terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. 

Jika dianalisis berdasarkan tujuan maqāṣid al-syarī‘ah, program bantuan pendidikan 

memiliki relevansi yang sangat kuat, khususnya dalam menjaga dan mengembangkan akal (ḥifẓ 

al-'aql). Pendidikan merupakan instrumen utama dalam membangun kualitas intelektual 

manusia sehingga setiap kebijakan yang memperluas kesempatan memperoleh pendidikan pada 

hakikatnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan syariat (Auda, 2013; Kamali, 

2019). Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan juga berkontribusi terhadap perlindungan 

harta (ḥifẓ al-māl) melalui peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat dan perlindungan 

keturunan (ḥifẓ al-nasl) melalui terbentuknya generasi yang berilmu, berkarakter, dan mampu 

berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian, program bantuan pendidikan 

tidak hanya memiliki dimensi ekonomi dan sosial, tetapi juga mengandung dimensi religius yang 

sejalan dengan tujuan dasar syariat Islam. 

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa program bantuan pendidikan telah memberikan 

kontribusi nyata terhadap peningkatan akses pendidikan di Indonesia. Namun demikian, 

efektivitas program masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek pemerataan distribusi, 

transparansi pengelolaan dana, peningkatan akuntabilitas, dan evaluasi berkelanjutan (Donath 

et al., 2023; Fatmawati et al., 2023; Damiani & Fraillon, 2025). Dalam perspektif keadilan sosial 

Islam, keberhasilan suatu kebijakan pendidikan tidak cukup diukur dari meningkatnya jumlah 

penerima bantuan, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan keadilan distributif, 

memperkecil kesenjangan pendidikan, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi 

seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip-prinsip tata kelola yang baik 

(good governance) dengan nilai-nilai keadilan sosial Islam menjadi fondasi penting dalam 

memperkuat efektivitas program bantuan pendidikan di Indonesia. 

 

KESIMPULAN 

Program bantuan pendidikan di Indonesia merupakan salah satu instrumen kebijakan 

publik yang berkontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan, khususnya bagi peserta didik 

yang berasal dari keluarga kurang mampu. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Indonesia Pintar 

(PIP) telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan angka partisipasi sekolah, 

pengurangan hambatan ekonomi dalam memperoleh pendidikan, serta perluasan kesempatan 

belajar pada berbagai jenjang pendidikan. Meskipun demikian, efektivitas program masih 
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menghadapi berbagai tantangan, seperti ketepatan sasaran penerima manfaat, transparansi 

distribusi bantuan, efektivitas pengelolaan dana, serta penguatan sistem pengawasan yang 

berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan tidak hanya 

dipengaruhi oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola 

program yang mampu menjamin pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat. 

Dalam perspektif keadilan sosial Islam, program bantuan pendidikan mencerminkan 

implementasi nilai-nilai al-'adālah (keadilan), maṣlaḥah (kemaslahatan), amanah (tanggung 

jawab), dan takāful ijtimā‘ī (solidaritas sosial) dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Program 

bantuan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan pendidikan, tetapi 

juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak masyarakat untuk 

memperoleh pendidikan yang layak. Jika ditinjau berdasarkan tujuan maqāṣid al-syarī‘ah, 

kebijakan tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung ḥifẓ al-'aql melalui perluasan 

kesempatan memperoleh pendidikan, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Temuan 

ini memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan perlu diukur tidak hanya melalui 

indikator administratif, tetapi juga melalui kemampuannya mewujudkan keadilan distributif dan 

kemanfaatan sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan mengintegrasikan evaluasi 

program bantuan pendidikan ke dalam perspektif keadilan sosial Islam, sehingga memperluas 

kajian mengenai kebijakan pendidikan dari aspek administratif menuju pendekatan yang lebih 

etis dan normatif. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat tata kelola program 

bantuan pendidikan melalui peningkatan akurasi penetapan penerima manfaat, transparansi 

distribusi dana, pengawasan yang lebih efektif, serta evaluasi program secara berkelanjutan. 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris melalui survei atau 

mixed methods guna mengukur secara lebih komprehensif pengaruh program bantuan 

pendidikan terhadap pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia berdasarkan perspektif keadilan sosial Islam. 
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